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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa proses penyelesaian penyidikan pada tindak pidana perzinahan 

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHP di Polres Bone 

Bolango didasari pada penerimaan laporan dari terlapor yang merasa 

dirugikan atas perbuatan tersebut, Proses selanjutnya penyidik melakukan 

gelar perkara untuk menentukan apakah ini termasuk perbuatan pidana atau 

bukan. Tujuannya tersebut dilakukan tidak lain guna mengetahui apakah 

benar-benar telah terjadi kasus perzinahan. 

2. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi penyidik dalam 

proses penyidikan untuk tindak pidana perzinahan sebagaimana Pasal 284 

KUHP tidak lain karena keberadaan saksi, barang bukti yang tidak ada, dan 

tersangka yang melarikan diri atau tidak berada di tempat. Kendala yang 

paling utama adalah persoalan saksi. Karena dalam proses pidana itu harus 

memenuhi dua alat bukti sebagaimana yang ditekankan dalam hukum acara 

pidana. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah: 

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan rasa kasih 

sayang, perhatian dan peduli terhadap pasangannya sehingga 

meminimalisir tindak pidana perzinahan yang akan terjadi. 

2. Polri Bone Bolango lebih mengayomi masyarakat, meningkatkan 

penyuluhan “sadar hukum” dan berperan aktif dalam pembinaan 

masyarakat tentang pengetahuan kejahatan serta pentingnya mencegah 

kejahatan.   
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